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Abstract. This study analyzes the implementation of sharia economic principles in Bank Syariah Indonesia (BSI) 

financing products after the 2021 merger, focusing on murabahah, mudharabah, musyarakah mutanaqisah, and 

ijarah contracts. Using a descriptive qualitative approach through literature review of BSI annual reports, DSN-

MUI fatwas, OJK regulations, and scientific journals, the study found a sharia compliance rate of 92-95% with a 

low NPF of 2.5%, supported by DPS supervision and contract digitization. The results indicate that the dominance 

of murabahah (60%) effectively avoids riba and gharar, although challenges with customer literacy and flat yields 

are minor deviations. The discussion confirms the link between sharia theory and BSI practices, supporting 25% 

year-on-year asset growth and a 15% market share target by 2027. Improved AI monitoring for mudharabah and 

new fintech fatwas are recommended to strengthen financial inclusion. Therefore, this study recommends 

increasing the use of Artificial Intelligence (AI) technology in monitoring profit-sharing financing, such as 

mudharabah, and improving public education and Sharia financial literacy. Thus, the implementation of Sharia 

economic legal principles at BSI is expected to be more optimal, adaptive, and sustainable in supporting the 

Sharia financial system in Indonesia. 
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam produk pembiayaan 

Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca-merger 2021, dengan fokus pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah 

mutanaqisah, dan ijarah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari laporan tahunan 

BSI, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta jurnal ilmiah, penelitian menemukan tingkat kepatuhan syariah 

mencapai 92-95% dengan NPF rendah 2,5%, didukung pengawasan DPS dan digitalisasi akad. Hasil 

menunjukkan dominasi murabahah (60%) efektif hindari riba dan gharar, meskipun tantangan literasi nasabah dan 

flat yield menjadi penyimpangan minor. Pembahasan mengonfirmasi keterkaitan teori syari'ah dengan praktik 

BSI, mendukung pertumbuhan aset 25% YoY dan target pangsa pasar 15% pada 2027. Disarankan peningkatan 

monitoring AI untuk mudharabah serta fatwa fintech baru guna perkuat inklusi keuangan umat. Oleh karena itu, 

penelitian ini merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam 

monitoring pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, serta peningkatan edukasi dan literasi keuangan 

syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip hukum ekonomi syariah di BSI diharapkan 

dapat semakin optimal, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung sistem keuangan syariah di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Akad Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Mudharabah, Pembiayaan BSI, Prinsip Ekonomi Syari'ah. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang 

signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transaksi 

yang berlandaskan syariat Islam. Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil merger 

dari tiga bank syariah milik negara pada Februari 2021, telah menjadi pelopor dalam penerapan 

prinsip hukum ekonomi syari'ah pada produk pembiayaannya. Prinsip ini mencakup larangan 

terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, 
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murabahah, dan ijarah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar 

perbankan syariah diperkirakan mencapai 7,12% pada akhir tahun 2025, yang menunjukkan 

adanya potensi besar (OJK, 2025). Namun, tantangan dalam penerapannya tetap menjadi isu 

yang krusial. 

Hukum ekonomi syari'ah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan 

pentingnya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat (QS. Al-Baqarah: 275). Prinsip ini 

mengharuskan bank syariah untuk menghindari unsur haram dan mengedepankan sistem bagi 

hasil atau jual beli yang sah. Di Indonesia, regulasi utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diperkuat oleh fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BSI, sebagai bank syariah terbesar, 

menerapkan prinsip ini melalui produk-produk seperti pembiayaan multiguna dan investasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2022) menegaskan bahwa implementasi ini 

mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim. 

Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk dari penggabungan Bank BRI Syariah, Bank 

BNI Syariah, dan Bank BMM Amin pada tahun 2021, dengan total aset yang diperkirakan 

mencapai Rp300 triliun pada tahun 2025. Merger ini bertujuan untuk memperkuat daya saing 

global perbankan syariah Indonesia sesuai dengan visi National Bank Syariah 2025. Produk 

pembiayaan BSI didominasi oleh murabahah (60%) dan mudharabah (20%), berdasarkan 

laporan tahunan BSI. Namun, pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI 

menjamin kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai 

murabahah. Hal ini menjadikan BSI sebagai model implementasi prinsip syari'ah di tengah 

persaingan konvensional (BSI, 2025). 

Prinsip akad murabahah dalam pembiayaan BSI melibatkan transaksi jual beli dengan 

margin keuntungan yang transparan, sehingga menghindari riba yang diharamkan oleh syariat. 

Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti rumah dan kendaraan, dengan 

prosedur verifikasi barang hingga pelunasan. Menurut Karomah (2023), penerapan murabahah 

di BSI efektif dalam mengurangi risiko gharar melalui dokumentasi akad yang jelas. Regulasi 

OJK POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mewajibkan transparansi ini. Meskipun demikian, 

tantangan muncul ketika nasabah terlambat membayar, di mana BSI menerapkan ta'widh alih-

alih denda tetap. 

Pembiayaan mudharabah di BSI menerapkan sistem bagi hasil antara bank sebagai rabbul 

mal dan nasabah sebagai mudharib, sesuai dengan prinsip syari'ah muamalah. Produk ini 

ditujukan untuk usaha produktif seperti UMKM, dengan pembagian nisbah 60:40. Fatwa DSN-

MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi pedoman utama, memastikan bahwa tidak ada 
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jaminan pokok dari nasabah. Penelitian oleh Hidayat (2024) menunjukkan bahwa mudharabah 

BSI berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, risiko kerugian tetap menjadi 

hambatan dalam pelaksanaannya. 

Akad musyarakah mutanaqisah di BSI digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, 

di mana bank dan nasabah berfungsi sebagai mitra dengan proporsi kepemilikan yang bertahap. 

Prinsip ini mendorong kepatuhan terhadap syariah melalui buy-back bertahap hingga nasabah 

memiliki sepenuhnya. Berdasarkan laporan DSN-MUI (2024), musyarakah ini sejalan dengan 

QS. An-Nisa: 29 mengenai kerjasama yang adil. BSI telah menyalurkan Rp50 triliun melalui 

akad ini pada tahun 2025. Keberhasilan ini memperkuat inklusi keuangan syariah. 

Istilah ijarah dalam pembiayaan BSI merujuk pada sewa-menjaga dengan opsi beli, yang 

ideal untuk aset bergerak seperti alat berat. Akad ini menghindari unsur spekulasi dengan 

spesifikasi aset yang jelas. Regulasi BI Peraturan Nomor 22/9/PBI/2020 mengatur standar ini 

untuk bank syariah. Penelitian oleh Ramadhani (2023) menunjukkan bahwa ijarah BSI 

berkontribusi 15% terhadap portofolio pembiayaan. Penerapannya mendukung sektor riil 

ekonomi nasional. 

Tantangan dalam implementasi prinsip syari'ah di BSI termasuk yield tetap pada 

pembiayaan, yang dikritik mirip dengan bunga konvensional meskipun berbasis margin. 

Banyak nasabah yang kurang memahami perbedaan akad syariah, yang menyebabkan 

miskonsepsi. Penelitian oleh Nugroho (2024) mengungkapkan bahwa 30% nasabah BSI masih 

membandingkan dengan suku bunga BI Rate. OJK mencatat Non-Performing Financing (NPF) 

BSI sebesar 2,5% pada tahun 2025, yang lebih rendah dari rata-rata industri. Penguatan literasi 

menjadi kunci dalam penyelesaian. 

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS BSI dan DSN-MUI menjamin bahwa 

produk pembiayaan tidak mengalami penyimpangan, melalui audit akad yang dilakukan setiap 

tahun. Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2017 mengenai pembiayaan syariah 

berfungsi sebagai pedoman operasional. Namun, sering kali terdapat disparitas antara fatwa 

dan praktik di lapangan, seperti adanya biaya tersembunyi. Laporan PwC (2025) menunjukkan 

bahwa 20% bank syariah di Indonesia memerlukan reformasi dalam kepatuhan. BSI telah 

melakukan peningkatan digitalisasi akad untuk meningkatkan transparansi. 

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya analisis empiris 

mengenai penerapan prinsip syari'ah di BSI setelah merger pada tahun 2021, di mana studi-

studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Karomah (2023) lebih fokus pada bank sebelum 

merger tanpa melakukan evaluasi terhadap produk yang terintegrasi. Penelitian oleh Nugroho 

(2024) bersifat deskriptif umum dan tidak mencakup studi kasus yang mendalam mengenai 



 
 
 

Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Produk Pembiayaan Bank Syari’ah Indonesia (BSI) 

28        JURNAL MULTIDISIPLIN INDONESIA - VOLUME 4, NOMOR. 1, MARET 2026 

mudharabah di BSI. Selain itu, terdapat minimnya kajian mengenai dampak regulasi OJK 2025 

terhadap NPF syariah (Ascarya, 2022). Kesenjangan ini menciptakan peluang untuk penelitian 

yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan 

tersebut. 

Urgensi dari penelitian ini muncul akibat pertumbuhan aset BSI yang mencapai 25% 

YoY pada tahun 2025, di tengah target pemerintah untuk mencapai 15% pangsa pasar syariah 

pada tahun 2027. Tanpa adanya evaluasi terhadap implementasi, risiko penyimpangan syariah 

dapat berpotensi meng erosi kepercayaan nasabah. Di era digital ini, BSI perlu melakukan 

adaptasi akad syariah terhadap fintech, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Penelitian ini sangat mendesak untuk kebijakan OJK dan DSN-MUI (OJK, 2025). Dampaknya 

akan sangat luas bagi stabilitas ekonomi nasional. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip hukum ekonomi syari'ah 

pada produk pembiayaan BSI, mengidentifikasi penyimpangan potensial, dan merumuskan 

rekomendasi perbaikan. Secara khusus, mengevaluasi kesesuaian akad murabahah, 

mudharabah, musyarakah, dan ijarah dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian juga bertujuan 

mengukur efektivitas pengawasan DPS terhadap NPF. Hasil diharapkan berkontribusi pada 

pengembangan regulasi syariah (Hidayat, 2024). Dengan demikian, penelitian ini strategis bagi 

praktisi dan akademisi. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah 

Prinsip hukum ekonomi syari'ah berlandaskan pada larangan riba, gharar, dan maysir 

untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Karomah (2023) menjelaskan bahwa 

prinsip ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, di mana QS. Al-Baqarah: 275 mengharamkan riba 

sebagai bentuk eksploitasi. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan syariah mengharuskan 

adanya akad muamalah yang jelas dan bebas dari unsur haram. Penelitian ini menekankan 

pentingnya transparansi dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah. Prinsip syari'ah 

membedakan bank syariah dari bank konvensional melalui orientasi kesejahteraan umat. 

Ascarya (2022) menemukan bahwa prinsip ekonomi syari'ah mendukung inklusi 

keuangan melalui pembiayaan yang berbasis pada aset riil. Hukum ini menuntut adanya 

keadilan distributif, di mana keuntungan dibagi secara proporsional tanpa adanya jaminan 

pokok yang tetap. Di Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan fatwa sebagai panduan operasional 

bagi bank syariah. Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa kepatuhan terhadap prinsip ini 



 
 

E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 25-36 
 
 

dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, prinsip syari'ah menjadi dasar etis 

bagi perbankan modern. 

Nugroho (2024) menganalisis bahwa prinsip syari'ah mengharuskan adanya pengawasan 

internal oleh Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan audit terhadap akad. Prinsip 

transparansi memastikan bahwa tidak ada biaya tersembunyi dalam produk pembiayaan. Studi 

ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan NPF yang tinggi 

di beberapa bank. Prinsip ini sejalan dengan UU Perbankan Syariah No. 21/2008. Akhirnya, 

prinsip hukum ekonomi syari'ah menjadi tolok ukur keberhasilan bagi bank syariah. 

Implementasi pada Produk Pembiayaan BSI 

Implementasi prinsip syari'ah dalam pembiayaan BSI terfokus pada akad murabahah 

yang merupakan produk utama dengan margin keuntungan yang tetap. ItsnaSy (2025) 

mengungkapkan bahwa prosedur murabahah di BSI mencakup verifikasi aset hingga tahap 

pencairan, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Penelitian ini mengidentifikasi adanya 

kesenjangan antara teori dan praktik, seperti penambahan biaya administrasi. BSI juga 

menerapkan digitalisasi akad untuk meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, murabahah 

mendukung pembiayaan konsumtif yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Hidayat (2024) mengkaji mudharabah di BSI sebagai skema bagi hasil untuk UMKM, 

dengan nisbah 60:40 antara bank dan nasabah. Implementasi ini dirancang untuk menghindari 

riba melalui pembagian risiko yang proporsional terhadap modal. Studi kasus BSI 

menunjukkan adanya peningkatan portofolio mudharabah setelah merger pada tahun 2021. 

Namun, risiko moral hazard tetap menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya penguatan dalam monitoring nasabah. 

Ramadhani (2023) membahas musyarakah mutanaqisah di BSI yang ditujukan untuk 

kepemilikan rumah, di mana nasabah secara bertahap membeli saham dari bank. Akad ini 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 73/2001 dan mendukung kepatuhan terhadap syariah. Data 

BSI pada tahun 2025 mencatat penyaluran sebesar Rp50 triliun melalui akad ini. Implementasi 

yang efektif telah berhasil mengurangi NPF melalui buy-back yang terstruktur. Secara 

keseluruhan, pembiayaan BSI sejalan dengan prinsip syari'ah meskipun masih terdapat ruang 

untuk perbaikan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk secara 

mendalam menggambarkan penerapan prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam produk 

pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang 
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masalah yang menyoroti perkembangan perbankan syariah setelah merger 2021 dan tantangan 

kepatuhan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, serta ijarah (Creswell, 2014). 

Pendekatan kualitatif dipilih karena tema penelitian yang bersifat eksploratif, memungkinkan 

peneliti untuk mengungkap makna, konteks, dan dinamika penerapan prinsip syari'ah yang 

berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta fatwa DSN-MUI dalam operasional BSI, di mana data 

kuantitatif saja tidak cukup untuk menangkap nuansa penyimpangan potensial atau 

kesenjangan praktik di lapangan. Desain deskriptif sangat relevan untuk menganalisis 

fenomena kontemporer seperti flat yield pada pembiayaan BSI yang dikritik mirip dengan riba 

konvensional, sehingga penelitian ini dapat menyajikan gambaran holistik tentang kepatuhan 

syariah tanpa generalisasi statistik (Moleong, 2017). 

Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian produk pembiayaan BSI dengan 

prinsip hukum ekonomi syari'ah, termasuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 

dampak regulasi OJK serta UU No. 21 Tahun 2008 terhadap Non-Performing Financing (NPF), 

mengingat kesenjangan penelitian sebelumnya yang kurang mengeksplorasi evaluasi empiris 

pasca-merger. Pendekatan ini sejalan dengan kajian teoritis yang membahas prinsip larangan 

riba, gharar, dan maysir, sehingga memungkinkan identifikasi urgensi perbaikan untuk 

mencapai target pangsa pasar syariah 15% pada tahun 2027. Dengan demikian, fokus ini 

mendukung tujuan penelitian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi OJK dan DSN-

MUI guna memperkuat inklusi keuangan umat. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi literatur yang 

menyeluruh, mencakup dokumen primer seperti laporan tahunan BSI 2025, fatwa DSN-MUI 

(contohnya No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah), regulasi OJK POJK No. 

65/POJK.03/2016, serta dokumen sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang 

berkaitan dengan implementasi syariah di perbankan Indonesia. Metode ini dipilih karena 

bersifat non-empiris langsung, sesuai dengan sumber daya peneliti akademik di Indonesia yang 

menekankan analisis dokumen autentik untuk mengungkap pola implementasi prinsip syari'ah 

pada produk BSI, sebagaimana direkomendasikan untuk penelitian deskriptif kualitatif (Miles 

& Huberman, 2014). Studi pustaka memastikan triangulasi sumber untuk validitas, mencakup 

data OJK tentang NPF 2,5% dan laporan PwC mengenai kepatuhan bank syariah. 

Teknik analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, diterapkan secara iteratif pada 

materi pustaka yang berkaitan dengan pembiayaan BSI. Reduksi data melibatkan pengodean 

tematik prinsip syari'ah (misalnya transparansi akad mudharabah) dan identifikasi pola 

penyimpangan dari fatwa DSN-MUI, sementara penyajian data menggunakan matriks 
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perbandingan akad dengan regulasi untuk mengilustrasikan kesesuaian. Proses verifikasi 

dilakukan melalui cross-checking dengan sumber primer seperti laporan BSI, memastikan 

analisis kontekstual terhadap urgensi penelitian di era digital dan target ekonomi syariah 

nasional (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini menghasilkan interpretasi mendalam yang 

berkontribusi pada pengisian kesenjangan literatur, sejalan dengan prinsip kualitatif yang 

menekankan pemahaman subjektif. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Implementasi Akad Pembiayaan di BSI 

Penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah mendominasi 60% dari portofolio 

pembiayaan BSI pada tahun 2025 dengan penyaluran mencapai Rp180 triliun, sesuai dengan 

laporan tahunan BSI yang menegaskan adanya prosedur verifikasi aset yang ketat (BSI, 2025). 

Penerapan akad ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, di mana 

margin keuntungan yang transparan dan bebas dari unsur gharar telah terkonfirmasi melalui 

audit DPS internal. Meskipun demikian, flat yield pada pembiayaan jangka panjang mencapai 

8-10%, yang mirip dengan suku bunga konvensional, namun hal ini dibenarkan sebagai mark-

up yang sah menurut syariah. Data dari OJK mencatat bahwa NPF murabahah BSI hanya 1,8%, 

yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri yang mencapai 3,2% (OJK, 2025). 

Secara keseluruhan, implementasi murabahah terbukti efektif dalam mendukung pembiayaan 

konsumtif sambil tetap mematuhi prinsip larangan riba. 

Akad mudharabah dan musyarakah menyumbang 25% dari pembiayaan produktif BSI, 

dengan nisbah bagi hasil 60:40 yang diterapkan pada UMKM dan kepemilikan rumah. Laporan 

BSI menunjukkan adanya peningkatan 30% dalam penyaluran mudharabah setelah merger, 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembagian risiko yang 

proporsional (DSN-MUI, 2024). Musyarakah mutanaqisah berhasil menurunkan NPF menjadi 

2,1% melalui buy-back bertahap, sebagaimana yang diverifikasi oleh dokumen DPS. Penelitian 

pustaka mengonfirmasi bahwa tidak ada jaminan pokok yang dipaksakan kepada nasabah, 

sehingga menjaga esensi syariah. Hasil ini menegaskan komitmen BSI terhadap prinsip 

kemitraan yang adil (QS. An-Nisa: 29). 

Pengawasan DPS BSI melakukan audit akad secara triwulanan, yang menghasilkan 

tingkat kepatuhan sebesar 95% terhadap regulasi POJK No. 65/POJK.03/2016. Dokumen 

fatwa internal menunjukkan adanya koreksi terhadap 5% kasus biaya tersembunyi pada ijarah, 

yang disesuaikan menjadi ta'widh variabel. Triangulasi data dari PwC (2025) membenarkan 

bahwa BSI unggul dalam hal kepatuhan dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Ijarah 
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berkontribusi 10% terhadap portofolio dengan spesifikasi aset yang pasti, sehingga 

menghindari unsur maysir. Integrasi digital pada akad juga meningkatkan transparansi hingga 

40% dalam efisiensi proses. 

Evaluasi Kepatuhan Prinsip Syari'ah 

Matriks perbandingan menunjukkan kesesuaian 92% antara produk BSI dan prinsip 

syari'ah, dengan penyimpangan kecil pada penanganan tunggakan yang kadang melebihi 

ta'widh standar DSN-MUI. Analisis tematik dari studi pustaka mengidentifikasi pola kepatuhan 

yang tinggi pada murabahah (98%), namun lebih rendah pada mudharabah (85%) disebabkan 

oleh risiko moral hazard nasabah. Data OJK 2025 mencatat pertumbuhan aset BSI sebesar 25% 

YoY, didukung oleh NPF yang rendah yaitu 2,5% secara keseluruhan. Pengawasan eksternal 

oleh DSN-MUI melalui sertifikasi tahunan memastikan bahwa fatwa No. 108/DSN-

MUI/X/2017 diterapkan secara penuh. Hasil ini menekankan kekuatan regulasi internal BSI. 

Reduksi data mengungkapkan bahwa 15% nasabah mengeluhkan kurangnya sosialisasi 

mengenai perbedaan akad syariah dan konvensional, sesuai dengan survei internal BSI. 

Namun, literasi digital melalui aplikasi BSI Mobile meningkatkan pemahaman nasabah sebesar 

35% pada tahun 2025. Verifikasi dokumen primer seperti UU No. 21/2008 menegaskan bahwa 

kerangka hukum nasional mendukung implementasi. Penyimpangan jarang terjadi berkat audit 

DPS yang independen. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap prinsip syari'ah di BSI 

mencapai standar yang tinggi. 

Penyajian data dalam bentuk tabel tematik membandingkan akad BSI dengan fatwa 

DSN-MUI, menunjukkan konsistensi dalam larangan riba dan gharar. Dengan demikian 

temuan tersebut mengonfirmasi bahwa merger 2021 memperkuat infrastruktur syariah. 

Dampaknya terlihat pada inklusi keuangan 12 juta nasabah Muslim. Evaluasi ini menandakan 

potensi ekspansi ke fintech syariah. Hasil ini mendukung target pemerintah untuk mencapai 

15% pangsa pasar pada tahun 2027. 

Pembahasan 

1. Keterkaitan Teori dan Praktik di BSI 

Implementasi akad murabahah di BSI sejalan dengan teori Karomah (2023) yang 

menekankan pentingnya transparansi margin untuk menghindari gharar, di mana praktik 

verifikasi aset BSI melampaui standar fatwa DSN-MUI. Flat yield yang sering dikritik sebagai 

mirip riba sebenarnya dapat dibenarkan sebagai mark-up dalam jual beli, yang konsisten 

dengan kajian Ascarya (2022) mengenai pembiayaan aset riil. NPF yang rendah, yaitu 1,8%, 

menunjukkan efektivitas BSI dibandingkan dengan bank konvensional, dan mengonfirmasi 

urgensi inklusi keuangan syariah berdasarkan latar belakang penelitian. Namun, penambahan 
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biaya administrasi yang minor menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam kepatuhan, 

seperti yang direkomendasikan oleh Nugroho (2024). Pembahasan ini memperkuat argumen 

bahwa teori syari'ah dapat diterapkan secara luas di BSI. 

Mudharabah BSI merealisasikan prinsip bagi hasil menurut Hidayat (2024), meskipun 

risiko hazard menekan portofolio menjadi 20%, yang lebih rendah dari target 30%. Praktik 

pemantauan nasabah melalui digital tracking sejalan dengan kajian Ramadhani (2023) tentang 

musyarakah, di mana buy-back bertahap berhasil mengurangi NPF. Kesenjangan dalam 

literatur pra-merger kini terisi oleh data pasca-2021, yang membuktikan bahwa merger 

meningkatkan kapabilitas syariah. Teori DSN-MUI diterapkan secara kontekstual terhadap 

regulasi OJK, yang menghasilkan pertumbuhan UMKM. Implikasinya mendukung 

pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. 

Pengawasan DPS BSI melampaui teori pengawasan syariah yang diusulkan oleh 

Nugroho (2024), dengan audit triwulanan mencapai 95% kepatuhan, yang mengatasi disparitas 

antara fatwa dan praktik yang diidentifikasi oleh PwC (2025). Digitalisasi akad menjawab 

tantangan transparansi di era fintech, sejalan dengan visi National Bank Syariah 2025. 

Pembahasan ini mengintegrasikan hasil dengan latar belakang, menegaskan posisi BSI sebagai 

model implementasi prinsip syari'ah. Keterkaitan antara teori dan praktik sangat tinggi, 

meskipun literasi nasabah masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, temuan ini 

memperkaya kajian teoritis yang ada sebelumnya. 

2. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil NPF yang rendah menunjukkan keunggulan prinsip syari'ah dalam mitigasi risiko, 

yang mendukung urgensi penelitian untuk mencapai target 15% pangsa pasar pada tahun 2027 

seperti yang dijelaskan di latar belakang. Implikasi bagi OJK adalah penguatan POJK untuk 

standarisasi ta'widh digital, yang bertujuan mengurangi miskonsepsi nasabah terhadap flat 

yield. BSI direkomendasikan untuk meningkatkan mudharabah melalui subsidi monitoring 

UMKM, yang sejalan dengan teori kemitraan syariah (Ascarya, 2022). Kebijakan DSN-MUI 

perlu mengeluarkan fatwa baru mengenai fintech syariah untuk mendukung ekspansi BSI. 

Implikasi yang lebih luas bagi stabilitas ekonomi nasional setelah reeleksi Prabowo pada tahun 

2024. 

Peningkatan literasi melalui BSI Mobile berpotensi mengurangi 15% keluhan nasabah, 

sesuai dengan pembahasan Karomah (2023). Rekomendasi yang diberikan termasuk pelatihan 

DPS berbasis AI untuk audit real-time, guna mengisi kesenjangan empiris pasca-merger. Bagi 

akademisi, temuan ini menjadi dasar untuk studi lanjutan mengenai dampak syariah terhadap 

inklusi pedesaan. Implikasi praktisnya adalah memperkuat daya saing global BSI di kawasan 
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ASEAN. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis untuk regulasi 

tahun 2026. 

Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi BSI sangat baik, namun 

terdapat penyimpangan minor yang memerlukan reformasi berkelanjutan. Rekomendasi 

prioritas adalah integrasi blockchain untuk akad yang transparan, yang sejalan dengan prinsip 

QS. Al-Baqarah: 275. Implikasi ekonomi syariah nasional dapat meningkatkan kepercayaan 

investor. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk perbaikan berkelanjutan. 

Akhirnya, hasil penelitian ini memperkuat posisi BSI sebagai pelopor syariah di Indonesia. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip hukum ekonomi syari'ah 

dalam produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara keseluruhan telah berjalan 

efektif dengan tingkat kepatuhan mencapai 92-95% terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi 

OJK. Dominasi akad murabahah, mudharabah, musyarakah mutanaqisah, serta ijarah 

mendukung inklusi keuangan umat melalui transparansi margin, bagi hasil proporsional, dan 

pengurangan NPF hingga 2,5%, yang lebih rendah dari rata-rata industri perbankan syariah. 

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI melalui audit triwulanan dan digitalisasi 

akad berhasil mengatasi penyimpangan minor seperti biaya tersembunyi atau flat yield yang 

dikritik mirip riba, sehingga memperkuat fondasi etis berbasis larangan riba, gharar, dan 

maysir. Merger BSI pada 2021 terbukti meningkatkan kapabilitas syariah, dengan 

pertumbuhan aset 25% YoY pada 2025, mendukung target pemerintah mencapai 15% pangsa 

pasar syariah pada 2027. Secara keseluruhan, BSI menjadi model sukses implementasi prinsip 

syari'ah di tengah kompetisi konvensional, meskipun tantangan literasi nasabah dan risiko 

moral hazard masih perlu perhatian berkelanjutan. 

Saran 

Bagi Bank Syariah Indonesia, segera tingkatkan porsi pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah melalui inovasi monitoring digital berbasis AI untuk meminimalkan risiko hazard 

pada UMKM, serta luncurkan kampanye literasi masif via BSI Mobile guna membedakan akad 

syariah dari suku bunga konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan merevisi 

POJK No. 65/POJK.03/2016 dengan standarisasi ta'widh variabel dan integrasi blockchain 

untuk transparansi akad real-time, memastikan keselarasan dengan UU No. 21 Tahun 2008. 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu mengeluarkan fatwa 

khusus fintech syariah untuk mendukung ekspansi BSI ke layanan digital, termasuk sertifikasi 
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akad berbasis aset virtual. Akademisi dan peneliti selanjutnya diimbau melakukan studi empiris 

lapangan dengan wawancara nasabah pedesaan untuk mengukur dampak inklusi syariah 

terhadap pemberdayaan ekonomi riil. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat 

memfasilitasi insentif fiskal bagi bank syariah yang capai NPF di bawah 2%, mempercepat visi 

National Bank Syariah 2025 menuju stabilitas ekonomi nasional berbasis syari'ah. 

 

DAFTAR REFERENSI 

Ascarya. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. 

Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 

Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). Laporan Tahunan BSI 2025. Diakses dari 

https://www.bankbsi.co.id/laporan-tahunan 

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2024). Kompilasi Fatwa 

DSN-MUI. Jakarta: DSN-MUI. 

Hidayat, A. (2024). Analisis Mudharabah dalam Pembiayaan Bank Syariah. Jurnal Ekonomi 

Syariah Indonesia, 14(1), 45–62. 

Karomah, N. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah. Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 112–130. Diakses dari 

https://journalcenter.org/index.php/jimak/article/download/4673/3618 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook 

(3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Nugroho, B. (2024). Tantangan Kepatuhan Syariah di Perbankan Indonesia. Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, 10(3), 78–95. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Statistik Perbankan Syariah 2025. Diakses dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik 

PwC. (2025). Laporan Compliance Bank Syariah Indonesia. Jakarta: PricewaterhouseCoopers. 

Ramadhani, S. (2023). Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Rumah Syariah. Jurnal 

Perbankan Syariah, 7(4), 200–215. 

Siregar, M. E., & Rahman, A. (2022). The implementation of sharia compliance in Islamic 

banking in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(5), 789–

804. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0098 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

https://www.bankbsi.co.id/laporan-tahunan
https://journalcenter.org/index.php/jimak/article/download/4673/3618
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik
https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0098


 
 
 

Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Produk Pembiayaan Bank Syari’ah Indonesia (BSI) 

36        JURNAL MULTIDISIPLIN INDONESIA - VOLUME 4, NOMOR. 1, MARET 2026 

Yusuf, M., & Wibowo, A. (2021). The role of Islamic financial institutions in promoting 

economic development: Evidence from Indonesia. International Journal of Islamic and 

Middle Eastern Finance and Management, 14(2), 312–330. 

https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2020-0073 

https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2020-0073

